BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, hal itu tertuang di
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 Pasal 1 ayat (3)
menyatakan bahwa Negara Indoresta3

NERSITA AN

Indonesia sebagai Nqgara=t .

a_hukum, dan ciri khas Negara

1. Pengakuan yang mengandung
, dan kebudayaan.

Bfjgaruhi oleh sesuatu

akukan oleh negara
maupun warga Nega m yang berlaku dan
dapat dipertanggungj erperan sebagai pengatur,
pengawas agar terciptanya suatu ketertiban, keamanan, dan keadilan serta kepastian
hukum. Dalam mewujudkannya bagi yang melanggar aturan atau norma-norma
hukum yang berlaku akan mendapat sanksi dari pemerintah melalui para penegak

hukum. Sanksi tersebut dapat berupa hukuman. Hukuman yang dijatuhkan harus

'Bambang Waluyo,Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta: Sinar
Grafika,1992,him. 3



sesuai dengan perbuatan pelanggaran yang dilakukan dan juga harus sesuai dengan
aturan yang berlaku, begitu pula halnya dengan hukum pidana.

Dalam hukum pidana kita mengenal apa yang namanya pidana dan
pemidanaan, dimana pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang
sengaja dijatuhkan/diberikanoleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai

akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan

hukuman/sanksi terhalia ) ey ya 3 amind ' jahatan. Penjatuhan
pidana atau yang Kitg gara selalu menjadi
sorotan yang serius dalam suatu negara,
baik dalam hal budajyg maupun harkat dan
martabat manusia.
Konsep pemid ¢ A ank-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang SHaEREHOaRt ISt 0= T ana (KUHAP), pada
pasal 184 ayat 1 meng feRgeTIal alat ] pkan bahwa alat bukti
terdiri dari:
1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk

5. Keterangan terdakwa

Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, him. 24



Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat 1 tesebut, alat bukti keterangan saksi
merupakan alat bukti yang paling utama dalamperkara pidana. Boleh dikatakan, tidak
ada perkara pidana yang luput daripembuktian alat bukti keteranagan saksi. Saksi
merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta
yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan

sebuah penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan

syarat seseorang daf erljadi Saksi. Kekect "medjadi gaksi tercantum dalam

1. Keluarga sqdara | aris. v eatas atau kebawah

sampai der i i e sama-sama sebagai

2. Saudara dai AgRi terdakwa, saudara

ibu atau sau AP et O E e KA ST . al hubungan karena

perkawinan, 0

3. Suami atau istri terdakWaeng eral atau yang bersama-sama

sebagai terdakwa

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat

bukti.Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan saksi yang sesuai
denganapa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu:

1) Yang saksi lihat sendiri

$Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, him.256



2) Saksi dengar sendiri

3) Dan saksi alami sendiri

4) Serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Dari penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 KUHAP dihubungkan dengan
penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa :

a. Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa

pidana yang li-KeTe ‘ ) tibe ay Hi luar pendengaran,
penglihatan : an S dirl me 1 Batu peristiwa pidana
yang terjad
demikian kegé ekuatan pembuktian.
b. Testimoniurilde idi | kefer3 ksl ya dieroten sebagai hasil
dari pendenge ) ol Hii sebagai alat bukti.
Keterangan \SEsSHISICERE-REHE JaHar-bertpad gan ulangan dari apa
yang didengah ] B sebagai alat bukti.
c. Pendapat atau rekas dari hasil pemikiran, bukan
merupakan keterangan saksi. oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang
bersifat pendapat atau hasil pemikian saksi, harus dikesampingkan dari
pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa dan tidak dapat
dianggap sebagai alat bukti.

Berkaitan dengan hal yang dijelaskan di atas seringkali dalam beberapa perkara

tindak pidana kesusilaan (berkaitan dengan seks) berupa pemerkosaan pada anak atau



orang dewasa, pencabulan dan perzinahan dimana diatur dalam pasal 281-289 KUHP
yang mengalami kesulitan dalam hal memperoleh saksi yang cukup dalam hal
mengungkap kesalahan terdakwa. Sering kali untuk mencukupkan keterangan saksi di
peradilan dihadirkan saksi yang berupa saksi Testimonium de Auditu atau saksi yang
tidak melihat, mendengar dan mengalami secara langsung kejadian tersebut

melainkan hanya mendengar dari orang lain.Hal ini dimungkinkan terjadi karena pada

auditu bisa dijadikan

Berkaitan dengan ke bahwa :
“Kesaksian de
dengan tujuan
untuk perlind
seorang saksi
kebenarannya,

kti dan selaras pula
an materiil, dan pula
dimana keterangan
n, tidak menjamin
vidence patut tidak

ikl | e Ar oleh hakim, Andi

Hamzah menyatakan Saihijgy Resaks e 7 idgknaapat dijadikan alat bukti

melalui pengamatan hakim, mungki meldlut alat bukti petunjuk yang penilaian dan
pertimbangannya hendaknya diserahkan kepada hakim.”

Setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-V111/2010,

yang menyatakan Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal

184 ayat (1a) KUHAP adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian

4Andi Hamzah, 2014 ,Hukum Acara Pidana Indonesia,Jakarta : Sinar Grafika, him.265.
*Ibid



saksi dalam pasal-pasal itu tidak dimaknai orang yang dapat memberikan keterangan
dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan tidak selalu ia dengar sendiri, ia
lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dilihat dari putusan tersebut, bahwa keterangan
saksi tidak hanya harus keterangan yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri.
Dampak dari putusan MK Nomor 65/PUU-VI11/2010 terjadi perluasan makna

atau pengertian mengenai saksi dan keterangan saksi dalam perkara pidana adalah

orang yang tidak ha ' Me¥ ar, _ getahy becara langsung dan
keterangan saksi dip " _ a men ‘ pgan darifj§aksi mengenai suatu
peristiwa pidana ya an menyebut alasan
pengetahuannya itu, Bilyidikan, penuntutan,
dan peradilan suatu mendengar, melihat
dan mengalamisuatu

Dalam praktek fy/asyaio-PentSete Ehahwaterd . erapa perkara tindak
pidana kesusilaan yangi s goart testimoun de auditu.
Berdasarkan prapenelitian p elal ] yaricara dengan jaksa di kejaksaan
sungai penuh yang menyatakan bahwa, jaksa penuntut umum menghadirkan saksi
testimonium de auditu pada kasus perzinahan yang melibatkan anggota dprd kerinci,
dan juga kasus pencabulan anak dibawah umur yang terjadi di sungai penuh.®

Berangkat dari latar belakang diatas, yang mana masih terdapat kerancuan

hakim dalam mempertimbangkan saksi testimonium de auditu dalam putusannya

® Hasil wawancara prapelitian, pada tanggal 13 april 2018, pukul 11.00 wib



apakah digunakan sebagai alat bukti petunjuk atau alat bukti keterangan saksi, maka

penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah

berbentuk skripsi yang berjudul “PERAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU

DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN (Studi di

Pengadilan Kelas 11 B Sungai Penuh)”.

B. Rumusan Masalah

C.

. Bagaimana p

Tujuan Peneli

1. Untuk dasars

um de auditu yang
dihadirkan jakg rkara tindak pidana

kesusilaan di

S penuntut umum

mengajukan sa JRt=de AUBitN dats Egangan perkara tindak

pidana kesusilaan di pengaditfa

. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terkait saksi testimonium de auditu

yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam persidangan perkara tindak

pidana kesusilaan di pengadilan negeri sungai penuh.



D. Manfaat Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis nantinya mengharapkan agar penelitian yang
dilakukan bermanfaat, secara :
1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini dapat menunjang dan memberikan kepastian hukum yang

baik bagi setiap masyarakat pada umunya dan pencari keadilan pada

aat bagi mahasiswa

hukum K enai angal ha im{dalam perkara tindak

dalam membuat pertimbangan te ara-perkara yang menghadirkan

saksi testimonium de auditu.



E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual
1. Kerangka Teoritis
Kerangka teoritis merupakan landasan teori dari permasalahan yang akan
diteliti untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang permasalahan yang
diteliti’. Adapun dalam penelitian menggunakan 2 teori

a. Teori Penegakan Hukum

yaitu keadilan. Huk |
sebagai hukum apaljla
dapat disebut kons
dilaksanakan. Pelaksgnaa i € t dengan penegakan
hukum. |

Penegakan hu norma-norma atau
kaidah-kaidah sekali GNSSRIERHE Ve xda-dibelaks gakan hukum adalah
proses dilakukannya d norma-norma hukum
secara nyata sebagai pedoman ehidupan bermasyarakat dan
bernegara.

Sedangkan menurut Muladi dilihat sebagai suatu proses kebijakan, maka

penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui

beberapa tahap yaitu :

" Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada:Jakarta, 1992,
him.122.



1. Tahap formulasi yaitu tahap perumusan dan penerapan pidana oleh badan
pembuat undang-undang disebut tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat
penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan disebut tahap
kebijakan yudikatif.

3. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang

idakan hukum sebagai
suatu proses pada yang menyangkut
membuat keputusan hukum, akan tetapi
mempunyai unsur pe

Berdasarkan p sementara, bahwa
masalah pokok pe faktor-faktor yang
mempengaruhinya. RS ORIaRICE=terSERUISMemotny : ng netral, sehingga
dampak positif atau B ersebut. Faktor-faktor
tersebut adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri

Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang. Gangguan terhadap penegakan
hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena tidak diikutinya
asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang

sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, dan ketidakjelasan arti kata-



kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam
penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menetapkan
hukum. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain yang mencakup

hakim, polisi, pembela, petugas pemasyarakatan dan seterusnya. Jika hukumnya baik

belum mantap, maka [ 2 enyehal erjadi anmgguian blbm sistem hukum itu
sendiri.

3. Faktor saral

Sarana atau fas ntara lain mencakup
tenaga manusia yan ang baik, peralatan
yang memadai, ke hal tersebut tidak
terpenuhi, maka mustgRHsSERETe can-hukum-akan-m ~TCar

Faktor masyarakat ya um tersebut berlaku dan
diterapkan. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai
kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit
banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf
kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum

masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum

yang bersangkutan.



5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan
pada manusia di dalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk dan
menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, oleh karena itu merupakan

esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas

Menurut And o ‘ ] I ang digunakan di

Indonesia:®
1) Sistem Atz i , ang-Undang secara
Positif (Pos ttelij ewijh itk ; an pembuktian pada
alat bukti y tanpa menggunakan
keyakinan NSRS TStErT—AtaU FeO 1T : ebut sebagai teori

2) Sistem Atau Teor 8aTKa eyakinan Hakim selalu
menitikberatkan pada keyakinan hakim saja tanpa menggunakan alat bukti
yang ada pada ketentuan undang-undang. Hakim mengambil keputusan
berdasarkan hati nuraninya, sistem atau teori ini sering disebut conviction

intime.

& Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta; Sinar Grafika. 2015. Halaman 251-257



3) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan
yang Logis (laconviction rasionnee) menitikberatkan pada keyakinan hakim
berdasarkan pertimbangan dan alasan tertentu yang logis. Putusan hakim dan
pertimbangan hakim disertai dengan kesimpulan yang berlandaskan
peraturan pembuktian tertentu. Sistem atau Teori ini terbagi dua meliputi

Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan

Selain didukung ' gk ' S /Ml juga didukung oleh
kerangka konseptual yang tertentu yang berhubungan
dengan judul yang diangkat, antara lain dijabarkan sebagai berikut:

a. Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran berarti perangkat tingkah yang

diharapkan memiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat,



sedangkan peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan
yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa’

b. Saksi testimonium de auditu
Menurut Munir Fuady (2006: 132) yang dimaksud dengan kesaksian tidak
langsung atau de auditu atau hearsay adalah “Suatu kesaksian dari seseorang
di muka pengadilan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta, tetapi saksi
tersebut tidak mengalamilmmelihat sendiri fakta tersebut. Dia

] |JNIVERVNTY ANUALAS jm

hanya mendengarnya dari pernyataan atau perkataan orang°

......................... —yai unya dapat dikenai

merupakan “subjek”

9 https://www.kbbi.web.id/peran, diakses pada tanggal 13 april 2018 pukul 16.20 wib

19" http://www.negarahukum.com/hukum/saksi-testimonium-de-auditu-hersay.html, diakses pada
tanggal 2 maret 2018, pukul 15.24 wib

1 www.hukumonline.com-pengertian-persidangan-di-pengadilan, diakses pada 13 april 2018
diakses pukul 16.30 wib

2wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Aditama , Bandung:,
2008, him. 58



https://www.kbbi.web.id/peran
http://www.negarahukum.com/hukum/saksi-testimonium-de-auditu-hersay.html
http://www.hukumonline.com-pengertian-persidangan-di-pengadilan/

2. Kesusilaan adalah kesusilaan (zedelijkheid) juga merupakan adat
kebiasaan yang baik tersebut (zeden) namun khusus setidaknya mengenai
kelamin (seks) seseorang.™®

3. Tindak Pidana Kesusilaan, Wirjono Prodjodikoro membagi dua macam
tindak pidana yaitu :

a) Tindak pidana melanggar kesusilaan (zedenlijkheid) yang termuat

b) Tindak|pidane-rmeTar den) yAflg bukan kesusilaan,

Kata zeden| (ke . e i dafi dua bidang objek
hukum tindgK pi 4 al gdat istiadat mengenai
sikap dan [ . an dengan masalah
seksual ma

F. Metode Penelit
Untuk memperof8 yen o Kan KRy 868 am penelitian ini, maka

metode yang digunakan dalam pe

1. Metode Pendekatan

Bwirjono Projodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung,
2003 him. 112
“Ibid, him. 111



Pendekatan masalah yang peneliti gunakan adalah metode pendekatan yuridis
sosiologis, dalam arti penelitian yang mengkaji data yang didapat di lapangan baik
yang didapat dari hasil wawancara.*®
2. Jenis dan Sumber Data
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data primer

dengan para responc
Penuh.
2) Data sekunder

Data sekunder \\

yang diperlukan bagdk et D RS PR e T agai penjelasan dari

studi kepustakaan
bahan yang didapat d® fak pidana perzinahan
maupun jaksa yang diwawa an hukum , data sekunder

mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier,

data tersebut berupa:

> Amiruddin dan H. Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta. PT Raja
Grafindo Persada. 2004 HIm.167

8Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul-Press, Jakarta, 1986, him. 12.

" Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, him.85



a. Bahan hukum primer, vyaitu: bahan hukum vyang isinya mengikat,

mempunyai kekuatan hukum berupa Peraturan Perundang-undangan yang
dikeluarkan atau dirumuskan oleh legislator, pemerintah dan lainnya yang
berwenang untuk itu. Baham hukum primer yang terkait dalam penelitian ini
antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

mengenai p an. : bahafijhukum primer yang

berupa buku _ AR-lain yang berkaitan

. Bahan huku ' bahar ; enunjang pemahaman
penulis akan baha ekander, seperti Kamus Bahasa
Indonesia, kamus hukum, Koran, majalah, dokumen, dan sebagainya.

Data tersebut didapat dari hasil penelitian kepustakaan di:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;

2. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;

3. Bahan hukum dari koleksi pribadi;



3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Studi dokumen
Studi dokumen vyaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mempelajari
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Dokumen

tersebut berupa putusan pengadilan terkait perkara tindak pidana perzinahan yang

b. Wawancara

Teknik wawangg ara semi terstruktur
yaitu dengan melakuKar j . laup! Ulis yang berasal dari
pengembangan topi gunaan terminologi
lebih fleksibel daripadle da pihak-pihak yang

akan diwawancarai aglg Sungai Penuh yang

Metode pengolahan gunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
a. Pengolahan Data

Semua data yang diperoleh aka diproses melalui Editing yaitu meneliti kembali

catatan-catatan yang ada untuk mengetahui apakah catatan-catatan tersebut telah

cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

b. Analisis Data



Dari data dilakukan analisis data kualitatif yaitu tidak menggunakan angka-
angka (tidak menggunakan rumus matematika), tetapi menggunakan kalimat-kalimat
yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk
data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detil

mengenai permasalahan sehingga meperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.
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